Menimbang

Mengingat

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

: bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan

Daerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 681);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007
Nomor 2/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006
Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 4/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 5/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menetapkan :

dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:

. Laporan Realisasi Anggaran;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca,;

. Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

® SO a0 T

Catatan atas Laporan Keuangan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
dan Laporan Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana

Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 3.471.281.006.610,73
b. Belanja Rp. 3.218.638.040.115,75
c. Transfer Rp. 319.598.368.513,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (66.955.402.018,02)
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 427.161.196.272,67
- Pengeluaran Rp. 8.111.913.987,10
Pembiayaan Neto Rp. 419.049.282.285,57
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 37.660.995.575,03 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan Rp. 3.433.620.011.035,70
setelah perubahan

2) Realisasi Rp. 3.471.281.006.610,73
Selisih lebih/(kurang) Rp. 37.660.995.575,03

.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. (307.516.342.639,81) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran belanja setelah Rp. 3.526.154.382.755,56
perubahan

2) Realisasi Rp. 3.218.638.040.115,75
Selisih lebih /(kurang) Rp. (307.516.342.639,81)

. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

Rp. (2.228.040.280,00) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran transfer setelah Rp. 321.826.408.793,00
perubahan

2) Realisasi Rp. 319.598.368.513,00
Selisih lebih /(kurang) Rp. (2.228.040.280,00)
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d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
Rp. 347.405.378.494,84 dengan rincian sebagai berikut:
1) Surplus/(defisit) setelah Rp. (414.360.780.512,86)

perubahan
2) Realisasi Rp. (66.955.402.018,02)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 347.405.378.494,84

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 6.204.086.221,76 dengan rincian sebagai
berikut:

1) Anggaran penerimaan Rp. 420.957.110.050,91

pembiayaan setelah
perubahan

2) Realisasi Rp. 427.161.196.272.,67
Selisih lebih/(kurang) Rp. 6.204.086.221,76

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 1.515.584.449,05 dengan rincian sebagai
berikut:

1) Anggaran pengeluaran Rp. 6.596.329.538,05
pembiayaan setelah
perubahan

2) Realisasi Rp. 8.111.913.987,10
Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.515.584.449,05

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 4.688.501.772,71 dengan rincian sebagai berikut:
1) Anggaran pembiayaan neto Rp. 414.360.780.512,86
setelah perubahan
2) Realisasi Rp. 419.049.282.285,57
Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.688.501.772,71

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015
adalah sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Rp. 352.093.880.267,55

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 5.167.826.670.137,41

b. Jumlah Kewajiban Rp. 25.639.830.628,20

c. Jumlah Ekuitas Rp. 5.142.186.839.509,21
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Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO Rp. 3.689.467.019.533,23

b. Beban Rp. 3.194.438.716.135,16

c. Surplus/Defisit-LO Rp. 495.028.303.398,07
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal kas di BUD Rp. 390.957.110.050,91
b.Arus kas dari aktivitas Rp. 647.237.181.379,84
operasi

c. Arus kas dari aktivitas Rp. (685.100.722.988,53)

investasi non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas Rp. (1.000.000.000,00)
pembiayaan

e. Arus kas dari aktivitas non Rp. (103.416.808,00)
anggaran

f. Saldo akhir kas di BUD Rp. 351.990.151.634,22

g. Saldo akhir kas di Bendahara Rp. 103.728.633,33
Pengeluaran

h. Saldo akhir kas di Bendahara Rp. 0,00
Penerimaan

i. Saldo kas di BLUD Rp. 0,00

j.- Saldo kas di Dana Kapitasi Rp. 0,00
JKN

k. Saldo akhir kas per Rp. 352.093.880.267,55
31 Desember 2015

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2015 adalah sebagai

berikut:
Jumlah Ekuitas Akhir Rp. 5.142.186.839.509,21
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Catatan atas

11

Pasal 9

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

: Laporan Realisasi Anggaran.

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi.

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan.

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara.

: Daftar Piutang Daerah.

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah.

: Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah.

: Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya.

: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
dianggarkan  kembali  dalam tahun

anggaran berikutnya.

F\PERDA 2016\5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\Perdafinal.Doc



12

Lampiran [.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah.
Lampiran I.11 : Daftar Penyisihan Piutang Diragukan
Tertagih.
Lampiran [.12 : Daftar Penyisihan Dana Bergulir Diragukan
Tertagih.
Lampiran [.13 : Daftar jumlah pegawai per golongan per
jabatan.
b. Lampiran II : Neraca.
Lampiran II.1 : Kertas Kerja Perhitungan Penyusutan
Pertama Kali dan Tahun 2015.
Lampiran II.2 : Rekapitulasi Beban Penyusutan dan
Amortisasi Pertama Kali Aset Tak Berwujud.
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
d. Lampiran IV : Laporan Operasional.
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

b. Ikhtisar =~ Laporan  Keuangan Badan  Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

c. Ikhtisar = Laporan  Keuangan Badan  Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba
(Rugi) Bersih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

d. Laporan Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Malang menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI MALANG,
ttd.

H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 158-5/2016
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